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ABSTRACT

This study discusses the role and effectiveness of Non-Governmental
Organizations (NGOs) in environmental management in Sukabumi Regency. The
background of this research is based on the increasing pressure on natural resources
due to population growth and massive industrialization, which often negatively
impacts the environment, such as pollution, deforestation, and social conflicts.
Although Indonesia has a strong legal framework through Law Number 32 of 2009
on Environmental Protection and Management, its implementation still faces
various challenges. This is where the role of NGOs becomes crucial as independent
actors who engage in advocacy, education, monitoring, and reporting of
environmental violations. The aim of this research is to analyze the extent to which
NGOs play a role in overseeing environmental law enforcement in Sukabumi, as
well as to identify the challenges and opportunities they face. The method used in
this study is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The results
of the research show that NGOs in Sukabumi Regency hold a strategic role in
environmental management. They are actively involved in managing and protecting
the environment, promoting progressive environmental policies, raising public
awareness, and monitoring and reporting environmental violations. However, their
effectiveness depends on internal capacity, government support, and collaboration
with other stakeholders.

Kata Kunci: LSM; Hukum Lingkungan; Kabupaten Sukabumi



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran dan efektivitas Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi.
Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya tekanan terhadap sumber
daya alam akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi yang masif, yang
seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran,
deforestasi, dan konflik sosial. Walaupun Indonesia telah memiliki landasan hukum
yang relative kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih
menghadapi berbagai tantangan. Di sinilah peran LSM menjadi sangat penting
sebagai aktor independen yang melakukan advokasi, edukasi, pemantauan, dan
pelaporan pelanggaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sejauh mana LSM berperan dalam mengawasi penegakan hukum lingkungan di
Sukabumi serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mereka hadapi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan
pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan
LSM di kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam pengelolaan
lingkungan hidup mereka cukup berperan aktif dalam mengelola dan menjaga
lingkungan hidup, mereka mampu mendorong kebijakan lingkungan yang
progresif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memantau dan melaporkan
pelanggaran lingkungan. Namun hal ini tergantung pada kapasitas internal,
dukungan pemerintah, serta kolaborasi dengan pihak lain.

Kata Kunci: LSM; Hukum Lingkungan; Kabupaten Sukabumi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup adalah serangkaian Langkah yang
bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia,
ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam (sda) atau kandungan
lingkungan makin besar pula. Pada sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam
secara terus menerus tentu akan mengakibatkan penurunan kuantitas
maupun daya dukungnya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran manusia
terhadap kelestarian lingkungan hidup harus ditingkatkan.

Indonesia hutan tropis yang luas hingga terumbu karang yang
mempesona, kekayaan biodiversitas Indonesia adalah salah satu yang
terkaya di dunia. Namun, kekayaan alam ini juga menghadirkan tantangan
besar dalam hal pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Seiring dengan
perkembangan ekonomi dan peningkatan populasi, tekanan terhadap
sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia kian mengalami
peningkatan.

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa: “Setiap orang
berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh



pelayanan Kesehatan.” ! Pasal ini memberikan jaminan atas hak setiap
warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak . Hal
demikian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk
menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan warganya.

Sejarah hukum lingkungan di Indonesia dapat ditelusuri kembali
ke era kolonial Belanda, tetapi perkembangan signifikan terjadi setelah
Indonesia merdeka. Saat ini, landasan hukum yang utama mengatur
perlindungan lingkungan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH) 2.

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memiliki sumber daya alam dan
manusia yang menjadikannya magnet bagi investor lokal maupun asing.
Masuknya berbagai korporasi diharapkan membawa kesejahteraan bagi
masyarakat. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, tak sedikit
dampak negatif terhadap lingkungan yang muncul, seperti pencemaran
udara, air, dan tanah, serta konflik sosial akibat relokasi penduduk.
Kerusakan ekologis lainnya seperti banjir, erosi, kebakaran hutan, dan
deforestasi juga turut mengancam kelestarian alam dan kehidupan
masyarakat. Kondisi ini mencerminkan sisi gelap pembangunan dan

industrialisasi di wilayah tersebut.

! Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
2 Wibisana, A. G. Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif
dalam hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. 2019. ,hlm 41-71.



Kasus tersebut mencerminkan dampak destruktif industrialisasi
terhadap lingkungan, yang menunjukkan urgensi hadirnya regulasi kuat
sebagai pelindung keberlanjutan lingkungan hidup dari eksploitasi
korporasi dan keserakahan manusia. Dalam perspektif Islam, hubungan
manusia dengan alam diatur melalui Fiqih Lingkungan, di mana
keseimbangan dan keharmonisan ekosistem menjadi prinsip utama. Ketika
salah satu unsur lingkungan terganggu, maka keseluruhan sistem pun akan
terdampak. Pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri menjadi
ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan, dan hal ini telah diakomodasi
dalam berbagai ketentuan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.’

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa : *

“Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya
ataudimasukannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Keberadaan LSM lingkungan di Kabupaten Sukabumi sangat
penting. LSM di Sukabumi harus aktif berperan dalam memonitor dan
mengawasi implementasi hukum lingkungan, sehingga keberlanjutan
ekosistem dapat terjaga. Peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan

di Sukabumi tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka berfungsi sebagai

3 Yunita, Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Figih”, Jurnal
Hukum Samudra Keadilan, 2020. hlm 2.

4 Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan
Lingkungan hidup



entitas independen yang memastikan bahwa hukum dan regulasi lingkungan
diterapkan secara efektif >.

Lembaga swadaya Masyarakat adalah organisasi yang berkembang
secara mandiri di tengah masyarakat, didirikan atas inisiatif sendiri, serta
memiliki ketertarikan dan beraktivitas di bidang pelestarian lingkungan
hidup. Didalam Pasal 70 ayat 1 UU 32 thn 2009 mengatur tentang hak dan
kewajiban masyarakat, termasuk LSM. “Masyarakat memiliki hak dan
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.® Berdasarkann ketentuan
pokok , LSM memiliki peran sebagai penunjang. Mereka sering kali terlibat
dalam advokasi, pendidikan, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan
terhadap hukum lingkungan. Beberapa LSM juga aktif dalam kegiatan
restorasi ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati, yang
memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan.

LSM sering kali menjadi pihak yang mendeteksi pelanggaran awal,
seperti penebangan hutan ilegal atau pembuangan limbah berbahaya.
Dengan melaporkan pelanggaran ini, LSM mendorong pemerintah dan
penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan. ’

Urgensi peran dan efektivitas LSM dalam pengelolaan lingkungan

amat sangat dipentingkan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang

5 Ibid.

€ Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan
Lingkungan hidup.

7 Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan
Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Ekonomis:
Journal of Economics and Business, 2023. hlm 1461.



berkelanjutan. LSM memiliki peran krusial sebagai penjaga keadilan
lingkungan karena mereka sering kali bertindak sebagai pengawas
independen yang mengawasi kegiatan industri, pembangunan, dan
kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan. Pertama, LSM
memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran
lingkungan kepada pihak berwenang. Kedua, LSM berperan sebagai
pengeduk dan advokat bagi masyarakat dalam isu lingkungan. Contoh
konkret dari efektivitas LSM dalam pengawasan hukum lingkungan dapat
dilihat dalam kasus-kasus di berbagai negara dan daerah di mana LSM
berhasil menggugat perusahaan atau pemerintah yang bertanggung jawab
atas kerusakan lingkungan dan memenangkan kasus tersebut. Secara
keseluruhan kehadiran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan tidak
hanya penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk
memastikan bahwa kepentingan publik dan hak-hak lingkungan dilindungi
secara efektif. Maka dari itu, memahami peran dan efektivitas LSM dalam
pengawasan hukum lingkungan di Kabupaten Sukabumi juga dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Edukasi
dan penyadaran yang dilakukan oleh LSM dapat memberdayakan warga
untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya konservasi dan bertanggung
jawab. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih proaktif dalam

melaporkan pelanggaran dan mendukung program-program lingkungan,



sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, LSM, dan
masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.’

Dengan adanya penelitian ini, harapan penulis adalah agar
mengetahui bagaimana peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan
di Kabupaten Sukabumi dan seberapa efektif peran tersebut dalam
mempengaruhi kebijakan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengenali peluang dan hambatan yang dihadapi oleh LSM,
sekaligus memberikan saran untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena
itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam
memperkuat peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan di
Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai
dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik, serta meningkatkan
partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup
yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul
“PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
SUKABUMI”

B. Identifikasi masalah
Dilihat dari latar belakang tersebut, didapatlah sebuah drumusan

permasalahan yang menjadi pokok kajian skripsi ini sebagai berikut:

8 Murofikoh, D. I. Kesadaran Bela Negara Terhadap Lingkungan Melalui Pengawasan dan
Penegakan Hukum. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 2022. hlm 234-251.



1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam
pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi?

2. Bagaimana efektivitas peran LSM dalam mempengaruhi kebijakan,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis
menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
Sukabumi.

3. Menilai efektivitas peran LSM dalam mempengaruhi kebijakan
mempengaruhi  kebijakan, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup?

D. Kegunaan Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan dari adanya hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bisa dipergunakan
sebagai bahan tambahan wawasan hukum untuk penelitian lebih
lanjut mengenai ilmu hukum pada ranah hukum perdata khususnya
pada hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis



Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bisa mengembangan ilmu
pengetahuan dan menambah luas wawasan sebagai bentuk informasi
kepada masyarakat mengenai peran LSM dalam pengawasan hukum
lingkungan.
E. Kerangka Pemikiran
Di bawah ini penulis menggambarkan secara umum kerangka

berfikir yang disajikan ke dalam diagram berikut ini:



1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam
Pengelolaan Hukum Lingkungan

/

Bagaimana Peran Lembaga Swadaya
Masyarakat Dalam pengelolaan
Lingkungan hidup di Kabupaten

Sukabumi

|

! !

Bagaimana Efektivitas Peran Lembaga

Swadaya Masyarakat Dalam
Mempengaruhi Kebijakan Perlindungan

dan pengelolaan Lingkungan

y

Teori Peran Teori
Penegakkan

Teori Efektivitas
Hukum

l

Pembahasan 1 berisi tentang hasil
identifikasi peran dan kontribusi
LSM dalam pengelolaan lingkungan
di Kabupaten Sukabumi

|

A

Teori Kepastian
Hukum

l

kebijakan lingkungan dan memastikan

penegakan hukum yang efektif

Pembahasan 2 berisi tentang sejauh
mana LSM berhasil mempengaruhi

\/

)

Kesimpulan
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F. Metode Penelitian
Penelitian lahir dari rasa ingin tahu guna mencari jawaban atas
permasalahan nyata yang sedang dihadapi.’ Melalui proses ini, analisis data
yang telah diperoleh menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap hukum
lingkungan di kabupaten sukabumi, dan lebih mengerucut pada peran
dan efektivitas adanya LSM di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini
diharapkan dapat memberi wawasan yang mendalam tentang
efektivitas LSM  dalam  pengawasan  hukum  lingkungan,
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta
memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi
antara LSM dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan di
Kabupaten Sukabumi.
2. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis
empiris. Pendekatan yuridis fokus utamanya adalah pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris
digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan
aturan normatif, tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Temuan-

temuan empiris yang bersifat individual akan menjadi sumber utama

% Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Jakarta:
Kencana. 2016. him. 132.
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dalam mengkaji permasalahan, dengan tetap merujuk pada ketentuan
hukum yang bersifat normatif.'°
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan
undang-undang yang relevan dan ada keterkaitan langsung dengan
objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka
hukum yang berlaku dalam permasalahan yang diteliti.
b. Pendekatan Konseptual (conceptual Approach)
Pendekatan konseptual didasarkan pada pemahaman terhadap teori-
teori dan doktrin yang tumbuh dalam disiplin ilmu hukum. Dengan
menelaah  pemikiran-pemikiran  tersebut, pendekatan ini
memberikan kerangka teoritis yang berguna untuk memperjelas dan
menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.!!
3. Tahap Penelitian
a. Tahap Persiapan, yaitu fase awal dimana peneliti menyusun
rancangan kegiatan secara sistematis dan terperinci.
b. Tahap Penelitian, dilakukan pengumpulan data melalui studi
kepustakaan (literatur/dokumen) dan wawancara.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini

meliputi beberapa metode berikut :

19 Priyono, E. A. Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: UNDIP.
2003. Hlm 12.
"' Marzuki, P. M. Penelitian Hukum, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta 2016. hlm 135.
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a. Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan
seperti buku, literatur dan perundang-undangan, sebagai
bahan acuan dalam pembuatan dalam pembuatan penulis ini.

b. Wawancara
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui
wawancara secara lisan yang bersifat satu arah antara
peneliti dan informan.

5. Alat Pengumpulan Bahan Data
Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini:

a. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber
melalui interaksi langsung di lapangan. Dalam hal ini,
peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara
kepada responden yang relevan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder
Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan,
yaitu dengan menelaah dan menghimpun informasi yang
berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi
buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil
penelusuran internet, serta dokumen-dokumen pendukung

lainnya.



6. Analisis Bahan Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan dan menjelaskan data
dalam bentuk narasi atau kalimat yang disusun secara terstruktur dan
sistematis, sehingga dapat menggambarkan temuan penelitian secara
menyeluruh dan mendalam.

7. Jadwal Penelitian

Bulan ke
Nama Kegiatan

1 2 3 4 5

Tahap Persiapan

Usulan Topik Peneleitian

dan Identifikasi Masalah

Penyusunan Usulan
Penelitian
Seminar Usulan
Penelitian

Tahap Penelitian

Pengumpulan Data
Analisis Data
Penulisan Skripsi
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G. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan

metode penelitian yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian teori dan konsep umum yang bersumber
pada undang-undang ataupun literatur mengenai Lembaga Swadaya

Masyarakat dalam Hukum Lingkungan.

BAB III : DATA PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana
peran dan efektivitas Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
pengawasan Hukum Lingkungan.

BAB 1V : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas terkait data

yang telah di dapatkan dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan
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analisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengawasan

Hukum Lingkungan.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup memuat rangkuman kesimpulan dan inti dari hasil
pembahasan, serta menyampaikan sejumlah saran yang diajukan

sebagai rekomendasi berdasarkan temuan dalam penelitian ini.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Keberadaan LSM memiliki peran strategis dalam pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini
memberikan dasar hukum yang kuat bagi keterlibatan masyarakat,
termasuk LSM, dalam melindungi dan mengelola lingkungan melalui
advokasi, edukasi, pengawasan independen, dan mediasi konflik
lingkungan. Mereka juga menjadi jembatan komunikasi antara
masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan.

Efektivitas peran LSM dapat dilihat dari kemampuan mereka mendorong
kebijakan lingkungan yang progresif, meningkatkan kesadaran
masyarakat, serta memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan.
Namun hal ini tergantung pada kapasitas internal, dukungan pemerintah,
serta kolaborasi dengan pihak lain. Tantangan seperti keterbatasan dana,
rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan dari pihak
berkepentingan dapat menghambat kinerja LSM. Meski demikian,
sinergi yang baik antara LSM, masyarakat, dan pemerintah dapat
memperkuat dampak program lingkungan. Dengan strategi yang tepat,
dukungan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat, LSM dapat semakin

efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan hidup.
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B. Saran

1.

LSM di Kabupaten Sukabumi perlu memperkuat kapasitas internal
melalui pelatihan bagi anggotanya agar lebih terampil dalam advokasi
dan pengelolaan program. Selain itu, LSM harus memanfaatkan
teknologi digital untuk memantau isu lingkungan, menyebarkan
informasi, dan melibatkan lebih banyak pihak dalam gerakan
lingkungan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup diharapkan dapat
memberikan pembinaan kepada LSM-LSM lingkungan hidup agar dapat
sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam pengelolaan
dan pelestarian lingkungan, dan meminimalisir adanya setidak

sepahaman antara LSM dengan pemerintah.
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